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PALU, MERCUSUAR- Sebanyak 38 Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi,
enggan melaporkan aset kepada Biro
Perlengkapan Umum dan Aset Setdaprov:
Sulteng, untuk diinventarisir.

Sedangkan untuk SKPD yang
sudah melaporkan asetnya
kepada Perlum, sebagian besar
belum lkengkap, terutama masa-
lah kepemilikan sertifikat tanah
dan seterusnya Wajar kalau
capaian inventarisir seluruh
aset pemerintah previnsi hanya

“Rp3 triliun dari*yang telah

ditargetkan Rp14 triliun. Tapi .

sayang, Biro Perlum Setdaprov,
belum membeberkan nama-
nama SKPD bersangkutan, yang
malas melaporkan asetnya. -

~ Capaian dari pendataan aset

itu, terhitung sejak tahun 2007
(Rp1,4 miliar), 2008 (Rp1,9
miliar), 2009 mengalami
peningkatan menjadi Rp48
miliar. Tapi'sayang pada tahun
2010 terjadi penurunan yakni
hanya Rp19 miliar dan capaian
itu tetap sama pada tahun ini,
“Jadi jangan hanya biro Perlu
yang disalahkan. Memang

. dalam penataan aset, cukup
Seeepat vitn

berat = tidak -
diselesaikan. Apalagi sebagian
besar aset pemprov di SKPD
provinsi hingga kabupaten/

kota masih banyak yang belum

terdata.. Ini membutuhkan
waktu satu dua tahun kedepan
lagi untuk menuntaskannya,”
kata Karo Perlum Setdaprov
Sulteng, Kasman Lassa,” di
ruang kerjanya, Kamis (8/12),
yang juga pernah ia ungkapkan
pada bimbingan teknis menge-
nai aset, di Gedung Pog’omb‘o
kantor Gubernur.

Olehnya, kata Kasma Lassa

~ tahundepan, dirinya akan fokus

mengurus masalah inven-
tarisasi _aset dengan beberapa
tahapan djantaranya mempihak
ketigakan penataan aset
provinsikhususnyadikabupaten/

kota. Karenasebagianbesar aset
pemprov diklaim menjadi"

haknya kabupaten /kota.
‘Sebagai solusinya, dirinya

telah diinstruksikan oleh Wakil
Gubernur Sudarto, untuk segera

" mengundang seluruh Bupati,

Asisten hingga SKPD ¥yang
mengurus masalah aset di
seluruh kabupaten/kota, unmk
melakukan pertemuan mem-
bahas masakh aset di daerah.
“Kalau perlu, masing-masing
daerah membawa cap. Supaya
kalau ada yang harus ditanda
tangani langsung disahkan
disitu. Supaya tidak berlarut
larut ]agi.zKan selama ini, ada
aset kami di daerah, tapi tidak
ada rekomendasi oleh kabu
paten bersangkutan kalau itu
hak kita (Pemprov). Jadi kami
agak  kesulitan apalagi
mengklaim di BPN (Badan
Pertanahan Nasional),” ujarnya.
Disamping itu kata mantan

Biro Hukum Setdaprov Sulteng

. itu, dirinya akan sering ber-

koordinasi dengan pemerintah
pusat terkait masalah aset.
“Yang sekarang kami pikirkan -
masalah pendanaannya. Ya

. mudah-mudahan ada alokasi

khusus untuk itu,” tutupnya.
Kemudian khusus di tingkat
SKPD, ia menyarankan agar
masing-masing SKPD memiliki
papan inventarisasi kantor. Hal
itu, dimaksudkan agar setiap
kantor mudah dideteksi berapa
jumlah asetnya. Mulai dari
barang bergerak maupun tidak.
“Selama ini kan, tidak tertata
bagus. Saya kira ini, juga me-
merlukan keseriusan dan ke-
mauan bersama seluruh SKPD
terkait, untuk menyelesaikan
masalah aset,” harapnya. ury










